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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, 

karunia, taufik dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, 
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selesai skripsi ini serta terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan 

atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterastion), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan 

Fenem Konsonan ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص
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bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah � Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Setiap penulisan bahasa 

Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” 

dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan 

cara berikut ini:  
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Vokal (a) panjang = Â misalnya ل�� menjadi 

qâla     

Vokal (i) panjang =  î misalnya ليق menjadi 

qîla     

Vokal (u) panjang =  Û misalnya دون menjadi 

dûna     

Khusus bacaannya ya‟‟ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis 

dengan “aw dan “ay” Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) = ـ�ــ  misalnya لوق  menjadi    qawla 

Diftong (ay) =  ي   menjadi     هخ     menjadi  khayru 

C. Ta marbûthah (ة) 

Ta marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, 

tetapi apabila Ta” marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ة��لرال د��ل  -menjadi al ر�� 

risalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri 

dari susunan mudlaf ilyah, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang 

disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya لھ�  menjadi fi ��� ر �ى 

rahmatillah. 

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâh 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâh yang berada ditengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, sebagai contoh:  

a. Al-Imâm al-bukhâriy mengatakan. 

b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. 

c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasya� lam yakun. 
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ABSTRAK 

 Obi Azmizul (2023) :   Pantang Larang Perkawinan Adat Desa Kepau Jaya, 

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pantang larang dalam perkawinan adat 
yang berlaku di Desa Kepau Jaya. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan tiap 
larangan perkawinan adat yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan menggunakan 
teori resepsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga larangan 
perkawinan adat yang diterapkan di Desa Kepau Jaya, yaitu larangan perkawinan 
sesuku, larangan perkawinan pegiton, dan larangan perkawinan dunsanak bapak. 
Larangan-larangan ini terjadi akibat berbagai faktor, termasuk faktor sejarah, 
faktor hubungan kekerabatan, serta faktor genetik dan kesehatan. Penelitian ini 
juga mengungkapkan adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan adat di 
Desa Kepau Jaya. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti 
kurangnya pengetahuan adat, kurangnya sosialisasi adat, serta perkembangan 
zaman. Terdapat sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar pantangan 
dan larangan perkawinan adat di Desa Kepau Jaya. Adanya penerapan HAM di 
Indonesia berefek terhadap sanksi yang diberikan menjadi lebih ringan dari 
sebelumnya. Dalam penerapannya, pantang larang perkawinan adat tersebut 
memberikan dampak positif  maupun negatif, terhadap masyarakat Desa Kepau 
Jaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa ialah berkumpul dan 

bercampur. Menurut istilah syara‟ ialah ijab dan qabul („aqad) yang 

menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang 

diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang 

ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa al-jam‟u dan al- dhamu yang 

artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya 

akad nikah. juga bisa diartikan (wath‟u al-zaujah) bermakna menyetubuhi 

istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh 

Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “nikāhun” yang 

merupakan masdar atau dari kata kerja (fi;il madhi) “nakaha” sinonimnya 

“tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai 

perkawinan.1 

Perkawinan merupakan sunah nabi Muhammad saw. Sunnah dalam 

pengertian mencontoh tingkah laku nabi Muhammad saw. Perkawinan 

diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah 

menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan 

ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah 

banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur‟an: 

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci 

antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawina antara laki-laki dan 

perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela 

antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan  satu dengan yang 

lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah ikatan dinyatakan dalam sebuah ijab dan 

qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-

duanya berhak atas diri mereka.  

       1Abdul Muhammad Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: EraIntermedia, 
2005),  hal 10. 
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Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Tuhan Yang Maha Esa2. Dalam kehidupan masyarakat adat arti perkawinan ialah 

suatu peristiwa yang sangat penting sebab perkawinan itu tidak hanya 

menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut 

masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak.3 

Sistem perkawinan menurut hukum adat ada tiga, pertama endogami, 

dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku 

keluarganya sendiri. Kedua exogami, dalam sistem ini orang diharuskan kawin 

dengan orang diluar sukunya. Ketiga eleutrogami, sistem ini tidak ini mengenal 

larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem 

endogami dan exogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah 

larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan keluarga.4 

Dalam struktur masyarakat adat di Indonesia terdapat beberapa macam 

sistem kekerabatan. Pertama sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem 

kekerabatan yang mengambil garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Oleh 

karena itu perkawinan dalam sistem ini akan mengakibatkan istri akan menjadi 

warga masyarakat dari pihak suami. Kedua sistem kekerabatan matrilineal, yaitu 

sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan dari pihak perempuan 

(ibu). Dalam perkawinan istri tetap tinggal dalam clan atau golongan keluarganya. 

Ketiga sistem kekerabatan parental, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil 

garis kekerabatan dari kedua orangtuanya. Oleh karena itu mengakibatkan bahwa 

suami maupun isteri menjadi anggota kerabat darii kedua belah pihak.5 

Mayoritas penduduk Desa Kepau Jaya beragama Islam dan 

berkebudayaan melayu sehingga adat yang berlaku di Desa Kepau Jaya adalah  

adat melayu yang berlandaskan hukum islam. Adat melayu riau mempunyai 

        2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974  Pasal 1 Tentang Perkawinan. 
        3 Suwardi dkk, Hukum Adat Melayu Riau (Pekanbaru: Alaf Riau, 2011), hal 44. 
        4 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat ( Jakarta: PT Toko Gunung 
Agung, 1995),  hal 132. 
        5 Soerjono Soekanto,  Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal 
2140. 
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filosofi: Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabbullah. Dari sini 

dikandung makna syarak adalah mengatakan, adat adalah memakai, yang berarti 

bahwa aturan-aturan adat berdasarkan kitab-kitab Allah.6 

Dalam hukum perkawinan adat, sebuah perkawinan tidak hanya menjadi 

urusan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, melainkan juga 

menjadi urusan masyarakat sekitarnya dan sukunya. Tujuan dari perkawinan adat 

ini adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis 

kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga 

keluarga/kerabat, serta untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, 

dan untuk mempertahankan kewarisan.7  

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum 

adat yang berlaku di Indonesia, namun di sana sini masih ada hal-hal yang 

berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah 

menurut garis patrilineal atau matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat 

yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai 

sebutan “sumbang”. “pantang”, “pamali”. “tulah” dan sebagainya.8 

Desa Kepau Jaya dalam hal perkawinan menganut sistem perkawinan 

eksogami yang mana Desa Kepau Jaya mengharuskan masyarakat untuk menikah 

dengan orang yang berbeda  suku dengan keluarganya. Apabila menikah dengan 

orang dari sukunya sendiri merupakan larangan perkawinan adat yang dikenal 

dengan istilah Perkawinan sesuku. Menurut Ninik Mamak Suku Dayun yang 

disebut Datuk Penghulu Mudo Desa Kepau Jaya terdapat beberapa larangan 

perkawinan adat antaranya yaitu larangan perkawinan persukuan, larangan 

perkawinan dunsanak bapak, larangan perkawinan sesusuan dan larangan 

perkawinan pegiton.9 

6 Suwardi dkk, Hukum Adat Melayu Riau (Pekanbaru: Alaf Riau, 2011), hal 15.
     7 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawin Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 22. 

     8 Ibid,  hal 59. 
9

Bapak Yuli Herman (Datuk Penghulu Mudo/Ninik Mamak Suku Dayun), Wawancara, 
Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2022.
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Perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang menurut adat 

istiadat Desa Kepau Jaya, perkawinan ini dianggap perkawinan antara sanak 

keluarga yang memiki hubungan darah dari keturan  ibu karena memiliki 

persamaan suku. Perkawinan dunsanak bapak merupakan larangan perkawinan 

adat karena  hubungan ayah antara kedua belah pihak sedarah atau kakak beradik 

Sedangkan perkawinan sesusuan merupakan perkawinan yang dilarang karena 

hubungan sesusuan meskipun berbeda ibu yang dapat  menyebabkan adanya 

hubungan darah yang melekat karena hal tersebut.10  

Dalam masyarakat Kepau Jaya terdapat empat suku utama yaitu Domo, 

Sialang, Dayun  dan Suku Melayu Bonca duyan.11 Suku tersebut  boleh melalukan 

perkawinan dengan suku lainnya kecuali dengan suku itu sendiri apabila tidak 

bertentangan dengan hukum adat misalnya suku Domo dengan suku Sialang, suku 

Melayu dengan Domo dan lainnya, namun dari suku tersebut ada yang tidak boleh 

melakukan perkawinan menurut adat Desa Kepau Jaya yaitu suku Melayu Boncah 

Duyan dengan suku Dayun, meskipun berbeda suku . Hal demikian menurut adat 

di Desa Kepau Jaya adalah Pegiton.  

Perkawinan Pegiton ialah larangan perkawinan berbeda suku akibat 

sumpah larangan yang dilakukan oleh leluhur dua suku bahwa antara kedua suku 

tidak boleh dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan. Suku yang dimaksud ialah 

suku Dayun dan Suku Melayu Bonca Duyan. Sehingga suku Dayun dan suku 

Melayu Bonca Duyan tidak diperbolehkan melaksanakan suatu perkawinan 

karena adanya sumpah larangan pelaksanaan perkawinan. Menurut adat Desa 

Kepau Jaya perkawinan pegiton ini dianggap lebih fatal dibangdingkan 

perkawinan sesuku karena dianggap melanggar sumpah dan dipercaya membawa 

petaka bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut. 12  

10
Bapak Yuli Herman (Datuk Penghulu Mudo/Ninik Mamak Suku Dayun), Wawancara, Desa 

Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2022.
 
      11 Bapak Yuli Herman (Datuk Penghulu Mudo/Ninik Mamak Suku Dayun), Wawancara, Desa 
Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2022.
.
       12 Bapak Saidina Ali (Pemangku  Adat), Wawancara, Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu 

Kabupaten Kampar, Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2022.
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Selain larangan perkawinan Sesuku dan Pegiton, di Desa Kepau Jaya 

juga terdapat larangan Perkawinan Dunsanak Bapak, yang mana Perkawinan 

Dunsanak Bapak adalah larangan perkawinan karena  hubungan ayah antara 

kedua belah pihak sedarah atau kakak beradik. Meskipun di Desa Kepau Jaya 

menganut sistem matrilineal,, yang mana mengikuti garis keturunan ibu namun 

perkawinan dunsanak bapak sangatlah dilarang karena adanya hubungan ayah 

kedua belah pihak merupakan saudara kandung.  

Kebanyakan larangan adat yang ada di daerah Kabupaten Kampar 

melarang perkawinan sesuku namun di Desa Kepau Jaya tidak hanya melarang 

perkawinan sesuku tetapi ada juga larangan pernikahan yang meskipun kedua 

pihak berbeda suku yang disebabkan karena adanya sumpah larangan pelaksanaan 

perkawinan  yang dilakukan oleh kedua suku yang disebut dengan Perkawinan 

Pegiton, kemudian ada juga larangan perkawinan Dunsanak Bapak yang mana 

pekawinan ini dilarangan karena adanya hubungan darah yang erat antara ayah 

kedua belah pihak, meskipun calon laki-laki dan perempuan berbeda suku. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “ Pantang 

Larang Perkawinan Adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu 

Kabupaten Kampar”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang dimaksud perkawinan sesuku, perkawinan pegiton, dan 

perkawinan dunsanak bapak dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan 

Siak Hulu Kabupaten Kampar? 

2. Mengapa hukum adat melarang perkawinan sesuku, perkawinan pegiton, 

dan perkawinan dunsanak bapak? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui :  

1. Untuk mengetahui apa itu Perkawinan Sesuku, Perkawinan Pegiton, dan 

Perkawinan Dunsanak Bapak, dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan 

Siak Hulu Kabupaten Kampar dilarang.  
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2. Untuk mengetahui penyebab dilarangnya tradisi Perkawinan Sesuku, 

Perkawinan Pegiton, dan Perkawinan Dunsanak Bapak  dimasyarakat Desa 

Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

D. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Manfaat Teoretis yaitu, menambah wawasan mengenai keberagaman 

larangan adat perkawinan masyarakat adat, khususnya di program Studi 

Agama-Agama. 

2. Manfaat Praktis yaitu, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan kepada masyarakat mengenai pengetahuan larangan tradisi 

Pwekawinan Sesuku, Perkawinan Pegiton, dan Perkawinan Dunsanak 

Bapak Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar skripsi ini dapat mudah dipahami dan jelas maka penulis membuat 

sistematika penulisan yang terdiri dari bab dan sub bab yang mencerminkan 

kesatuan secara integral dan urgen sebagai berikut : 

BAB I, meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan 

pemilihan judul, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II, berisi defenisi variabel dan diskusi teoritis, laporan penelitian 

terdahulu menjelaskan tentang konsep pernikahan dalam agama islam, Pantang 

Larang Perkawinan Adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar 

BAB III, menjelaskan tentang metode apa yang akan peneulis gunakan 

dalam karya ilmiah ini. 

BAB IV, merupakan pembahasan tentang Pernikahan dalam pandangan 

Pantang Larang Perkawinan Adat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu 

Kabupaten Kampar dan berisikan tentang analisa Pantang Larang Perkawinan 

Adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 
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BAB V berisikan kesimpulan dari pembahasan yang ada di dalam 

penulisan karya ilmiah tersebut dan diakhiri dengan kritik dan saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat 

1. Pengertian Hukum Adat 

Istilah Hukum adat merupakan terjemahan dari istiah Belanda “Adat-

Recht”, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje bahwa hukum 

adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang 

dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.13 Karena peraturan-

peraturan ini tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang, maka hukum adat 

memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. 

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya Beslissingenleer (teori 

keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adaat mencakup seluruh peraturan-

peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang 

mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku 

secara serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh keputusan tersebut. 

Keputusan tersebut dapat berupa pesengketaan, akan tetapi juga diambil 

berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga 

menyatakan bahwa Hukum Adat juga dapat timbul dari keputusan warga 

masyarakat.14 

Selain Ter Haar terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya 

tentang pengertian hukum adat, yaitu meliputi:15 

a. Soepomo menjelaskan Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam 

peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang 

meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung 

oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan 

tersebut mempunyai kekuatan hukum. 

13 Iman Sudiyat,  Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal 1. 
      14 Ibid, hal 6.
      15 http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/, diakses Tanggal 02 April 
2022. 
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b. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah Keseluruhan 

aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi. 

c. Bushar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi 

hukum ada sulit sekali dilakukan karena, hukum adat masih dalam 

pertumbuhan; sifat dan pembawaan hukum adat. 

d. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks 

adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan 

(mempunyai akibat hukum). 

e. Soeroyo Wignyodipuro, menjelaskan Hukum adat adalah suatu ompleks 

norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu 

berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia 

dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagaian besar tidak 

tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai 

akibat hukum ( sanksi ). 

Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang 

tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan 

kelaziman yang mempunyai akibat hukum.16 Dan bersumber dari peraturan-

peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan 

dengan kesadaran hukum oleh masyarakat adat yang apabila di langgar 

mempunyai sanksi adat. 

2. Unsur-unsur Hukum Adat 

Hukum adat memiliki beberapa unsur yang membentuknya yaitu :17 

a. Adat 

Adat yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Adat diartikan 

sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat masyarakat telah terbentuk 

baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan 

ditentukan oleh  manusia melainkan oleh Tuhan. 

 

 

       16 Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang (Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2014),  hal 5. 
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b. Penegakan oleh fungsionaris hukum 

Masyarakat hukum (rechts gemeeschap) mengenal prosedur penegakan 

hukum oleh fungsionaris hukum yang dilakukan dengan cara mempertahankan 

pedomn-pedoman atau ajaran-ajaran adat dalam proses pengambilan keputusan 

atas suatu kasus , saat ini yang dimaksud fungsionaris hukum adalah para penegak 

hukum Negara, yang biasanya ditujukan pada aparat-aparat hukum. 

c. Sanksi adat 

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada 

masyarakat. Oleh karena itu setiap pelanggaran harus diberikan sanksi adat yang 

berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan. 

d. Tidak tertulis 

Materi-materi yang terkadang dalam hukum adat memiliki bentuk tidak 

tertulis. Namun tidak berarti bahwa penulisan hukum tidak berlangsung.  

e. Mengandung unsur agama 

Hukum adat mengandung unsur agama terutama Hindu dan Islam. Kedua 

agama tersebut banyak mempercayai hukum adat karena terdapat satu persamaan 

yang signifikan dan keduanya memiliki nilai sakral. 

3. Lembaga Adat 

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja 

dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah 

masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah 

hukum dan ha katas harta kekayaan di dalam hukum adat gtersebut, serta berhak 

dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai 

permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat 

dan hukum adat yang berlaku. 

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, 

mengarahkan, mensinergikan  program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai 

adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi 

terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamaan,  
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ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif 

maupun repsesif, antara lain: 

a. Menyelesaikan masalah social kemasyarakatan 

b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di 

masyarakat. 

4. Masyarakat Hukum Adat 

Masyarakat adat merupakan masyarakat dengan bentuk komunal. 

Masyarakat komunal merupakan masyarakat dimana segala bidang kehidupan 

diliputi oleh kebersamaan. Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat 

dalam hubungan antar personal dan proses interaksi social yang terjadi antar 

manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu.18 

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) social manusia 

yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah 

tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh 

seorang atau beberapa orang yang dipandang memliki kewibawaan dan 

kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai 

keinginan untuk memisahkan diri.19 

Para pakar hukum adat telah mencoba mendeskripsikan pengertian 

mengenai masyarakat hukum adat. Di antaranya adalah Ter Haar dan Soepomo, 

yang mendeskripsikan sebagai berikut:20 

a. Ter Haar mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan 

manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai 

pengusa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak 

berwujud, dimana para anggota kesatuan ini masing-masing mengalami 

kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat 

alam, dan tidak seorangpun diantara anggota itu mempunyai pikiran atau 

kecendrungan membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, atau 

18 Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 
dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal 12. 
      19 Dominikus Rato, Hukum Adat, Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di 
Indonesia (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hal 82.  

20 Saafroedin Bahar, Iventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Jakarta: 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015), hal 17-18. 
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meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk 

selama-lamanya. 

b. Soepomo mendeskripsikan masyarakat hukuum adat atau persekutuan 

adat, menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia 

dapat dibagi menjadi dua golongan, menurut dasar susunannya, yaitu 

yang berdasarkan pertalia satu keturunan (genealogi) dan yang mendasar 

lingkungan daerah (territorial). 

5. Sifat dan Corak Masyarakat Hukum Adat 

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang 

berbeda dari hukum-hukum lainnya. Berikut sifat masyarakat hukum adat di 

Indonesia: 

1. Magis Religius 

Hukum adat bersifat magis religious dapat diartikan bahwa hukum adat 

pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spritualisme (kepercayaan 

terhadap hl-hal gaib). Sifat magis religious diartikan sebagai pola pikir yang 

didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu 

yang bersifat sakral.21 

2. Communal 

Asas komunal dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan 

sendiri. Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, 

anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara 

keseluruhan. Selain itu, di yakini pula bahwa setiap kepentingan individu 

sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak 

ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.22 

3. Concrete 

Sifat Concrete diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang 

serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi 

21 Suriyaman Masturi Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang (Jakarta: 
Prandamedia Group, 2014), hal 12. 

22 Ibid, hal 14. 
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dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, dengan kata lain 

terbuka.23 

4. Contan 

Sifat kontan ini mengandung arti keserta-mertaan, utamanya dalam hal 

pemenuhan prestasi. Sifat kontan memberi pengertian  bahwa suatu tindakan 

berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta-merta 

menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala melakukan 

perbuatan hukum adat.24 

B. Tinjaun Umum Tentang Perkawinan Adat 

1. Pengertian Perkawinan Adat 

Perkawinan merupakan suatu proses mempertautkan dua jenis kelamin 

manusia yang berbeda untuk membentuk keluarga yang diatur menurut ketentuan 

adat dan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat. Arti perkawinan ialah suatu 

peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab 

perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, 

tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur 

kedua belah pihak.25 

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk bermaksud 

mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga 

rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para 

anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan 

berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang 

hubungan kekerabatan rukun dan damai.26 

2. Tujuan Perkawinan Adat 

Menurut hukum adat tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan 

dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-

       23 Ibid, hal 15. 
       24 Ibid, hal 16.
       25 Suwardi dkk, Hukum Adat Melayu Riau (Pekanbaru: Alaf Riau, 2011), hal 44. 
       26 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal 70. 
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bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh 

nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.27 

3. Sistem Perkawinan Adat 

Menurut hukum adat terdapat tiga sistem perkawinan adat. antara lain 

yaitu:28  

a. Sistem endogami  

Dalam sistem ini orang hanya boleh kawin dengan seorang dari suku 

keluarganya sendiri. Sistem ini sudah jarang di Indonesia. Menurut Van 

Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem 

endogami ini, yaitu Toraja. Tetapi sekarang, didaerah ini pun sistem ini akan 

lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan 

menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya 

terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan 

sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental. 

b. Sistem Exogami 

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah 

dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiringan berjalannya 

waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan 

sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlukan hanya pada 

lingkungan keluarga yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai didaerah 

Minangkabau, Sumatera Selatan. 

c. Sistem Eleutherogami 

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang 

memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak 

mengenal lararangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-

larangan   yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan 

dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin 

dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara 

bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyaharah (per-iparan), seperti 

       27 Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hal 22. 
       28 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal 131.
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kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri, sistem ini dapat di jumpau 

diseluruh masyarakat Indonesia. 

4. Asas- asas Perkawinan Adat 

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut :29 

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan 

hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. 

2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama 

atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para 

anggota kerabat. 

3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan 

anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami 

atau istri yang tidak diakui masyarakat adat. 

4. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa 

wanita, sebagai istri kedudukannya masing masing ditentukan 

menurut hukum adat setempat. 

5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup 

umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur 

perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat. 

6. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. 

Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan 

antara kedua belah pihak. 

7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan 

ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudkan 

sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga. 

5. Sahnya Perkawinan  

Menurut Hukum Adat Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada 

masyarakat pada umumnya tergantung pada agama yang di anut masyarakat adat 

yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tatatertib 

agamanya makan perkawinan itu telah sah seacara adat. Perkawinan menurut 

       29 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat  (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1990), hal 71. 
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hukum adat perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut Agama dan 

Kepercayaannya.30 

6. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat 

Oleh karena masyarakat hukum adat menganut sistem penarikan 

keturunan dalam sistem kekeluargaan mereka yaitu patrilineal, matrilineal dan 

parental, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda-beda pula, 

yaitu:31 

a. Perkawinan jujur 

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian 

(pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan 

masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak. Pemberian 

uang atau barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami 

kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai 

wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan 

masuk kedalam persekutuan suaminya. 

Setelah perkawinan maka isteri berada di bawah kekuasaan kerabat 

suaminya, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suaminya, 

berkedudukan hukum dan menetap diam di pihak kerabat suami. Begitu pula 

anak-anak keturunannya melanjutkan keturunan suaminya. 

b. Perkawinan semenda 

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat 

matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu, merupakan 

kebalikan dari perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai 

pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, 

namun pihak wanitalah yang memberikan uang jujur kepada pria dan kerabatnya. 

Setelah perkawinan terjadi maka suami berada di bawah kekuasaan kerabay isteri 

dan berkedudukan hukum bergantung pada bentu perkawinan yang berlaku. 

 

 

30 Hilman Hadi Kesuma, Hukum Perkawianan Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 
19. 
       31 Ibid, hal 183-189. 
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c. Perkawinan bebas (mandiri) 

Bentuk perkawinan bebas atau mandiri pada umumnya berlaku pada 

lingkungan masyarakat parental. dimana kaum keluarga dan kerabat tidak banyak 

lagi campur tangan dlam keluarga atau rumah tangga. 

Setelah perkawinan suami dan  isteri memisah dari kekuasaan orang tua 

dan keluarga masing-masing, dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri 

dan hidup mandiri. 

d. Perkawinan campuran 

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang 

terjadi di antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat dan budaya, dan 

atau berbeda agama yang dianutnya. Undangg-Undang Perkawinan Nasional tidak 

mengatur hal demikian, yang diatur adalah perkawinan antara suami dan isteri 

yang berbeda kewarganegaraan sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum antara tata hukum 

adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan 

diperlakukan dalam melaksanakan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat 

atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. 

e. Perkawinan lari 

Perkawinan lari dapat terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, tetapi 

yang banyak berlaku adalah dikalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, 

Bugis/Makasar dan Maluku. Di daerah- daerah tersebut walaupun kawin lari itu 

merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. 

C. Tinjauan Umum Tentang Lararangan Perkawinan Menurut Undang-

Undang  dan  Hukum Adat. 

1. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang 

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, hal-hal mengenai perkawinan diatur didalam Kitab Undang-Undang  
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Hukum Perdata. Dalam pasal 30-35 mengatur tentang larangan 

perkawinan, maka larangan yang dilarang adalah:32 

a. Antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke 

atas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau 

karena perkawinan. 

b. Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara 

saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah. 

c. Antara ipar pria dan ipar wanita karena perkawinan sah atau tidak sah, 

kecuali si suami atau si isteri yang mengakibatkan periparan sudah 

meninggal atau jika karena keadaan tidak hadirnya suami atau isteri, 

terhadap isteri atau suami yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan 

untuk kawin dengan orang lain. 

d. Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu 

wanita saudara, seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria 

saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah. Dalam hal ini 

alasan penting, presiden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini 

dengan memberikan dispensasi. 

e. Antara teman berzina, jika telah dinyatakan dengan putusan hakim salah 

karena berzina. 

f. Antara mereka yang perkawinannya telah dibubarkan karena putusan 

hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian, kecuali 

telah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang 

terakhir. Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama 

dilarang. 

g. Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari 

sejak perkawinannya terakhir dibubarkan. 

Setalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan maka hukum perkawinan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tidak berlaku lagi. Hal-hal mengenai perkawinan selanjutnya di atur 

didalam Undang-undang perkawinan. Seperti halnya mengenai larangan 

        32 Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hal 57-58.  
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perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :33 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan 

saudara neneknya; 

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau 

bapak tiri; 

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 

susuan dan bibi atau paman susuan; 

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 

dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, 

dilarang kawin.  

2. Larangan Perkawinan Menurut  Hukum Adat 

Menurut hukum adat larangan perkawinan disebabkan karena hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Karena adanya hubungan kekerabatan yaitu larangan perkawinan bagi 

seorang pria melakukan perkawinan dengan anak saudara laki-laki bibi 

(kelama) dan juga larang mengambil wanita untuk kawin dari pihak 

kelama dari ayah. 

b. Karena adanya perbedaan kedudukan yaitu larangan perkawinan bagi 

pria golongan penyimbang dengan wanita golongan dibawahnya. 

c. Karena pertalian sepersusuan yaitu larangan perkawinan bagi 

sepersusuan. 

d. Karena Larangan hukum agama yaitu larangan seorang pria dan wanita 

melakukan perkawinan karena perbedaan agama atau kepercayaan.  

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam 

Undang-Undang Nomoe 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum 

33  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 Tentang Perkawinan. 
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adat yang berlaku di Indonesia, namun di sana sini masih ada hal-hal yang 

berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah 

menurut garis patrilineal atau matrilineal, dan munggkin juga pada masyarakat 

yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai 

sebutan “sumbang”. “pantang”, “pamali”. “tulah” dan sebagainya. 

Larangan-larangan perkawinan adat berasal dari sistem adat yang dianut 

oleh suatu masyarakat adat, yang mana terdapat 3 sistem perkawinan adat yang 

melarang dan mengharuskan hal-hal tertentu yang berkaitan tentang pelaksaan 

perkawinan, macam-macam sistem perkawinan adat antara lain yaitu:34 

1. Sistem endogami, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin 

dengan seorang dari keluarganya sendiri.  

2. Sistem Exogami, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan 

suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan.  

3. Sistem Eleutherogami, sistem ini berbeda dengan kedua sistem diatas, 

yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. 

Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-

keharusan tersebut. Larangan yang terdapat dalam sistem ini 

adalahlarangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan. 

Dalam masyarakat adat Kampar yang menganut sistem exogami  berlaku 

larangan perkawinan sesuku. Hal demikian dikarenakan dalam adat Kampar 

mengharuskan perkawinan diluar sukunya. Selain larangan perkawinan sesuku 

ada juga larangan perkawinan lainnya seperti yang berlaku di Desa Kepau Jaya 

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, antara lain yaitu : 

1. Perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang menurut adat 

istiadat Desa Kepau Jaya, perkawinan ini dianggap perkawinan antara 

sanak keluarga yang memiki hubungan darah dari keturan  ibu karena 

memiliki persamaan suku.  

2. Perkawinan dunsanak bapak merupakan larangan perkawinan adat karena  

hubungan ayah antara kedua belah pihak sedarah atau kakak beradik. 

         34 Laksanto Utomo, Hukum Adat (Depok: PT Rajagravindo Persada, 2017), hal 97. 



21

3. Perkawinan sesusuan merupakan perkawinan yang dilarang karena 

hubungan sesusuan meskipun berbeda ibu yang dapat  menyebabkan 

adanya hubungan darah yang melekat karena hal tersebut.35  

4. Perkawinan Pegiton ialah larangan perkawinan berbeda suku akibat 

sumpah larangan yang dilakukan oleh leluhur dua suku bahwa antara 

kedua suku tidak boleh dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan. Suku 

yang dimaksud ialah suku Dayun dan Suku Melayu Bonca Duyan. 

Sehingga suku Dayun dan suku Melayu tidak diperbolehkan 

melaksanakan suatu perkawinan karena adanya sumpah larangan 

pelaksanaan perkawinan.36 

D.   Tinjauan Penelitian yang Relavan 

Tinjauan penelitian yang relavan dimaksudkan untuk menghindari 

plagiasi dan untuk pembeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

oleh para peneliti dengan penelitian yang penulis lakukan, oleh sebab itu maka 

perlu adanya kajian terdahulu atau kajian yang relavan dengan penelitian penulis. 

Diantaranya ada beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan tentang Larangan 

Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa. Dalam penelitian ini Eko 

Setiawan membahas tentang sejarah geyeng dan larangan pernikahan 

weton geyeng di Desa Kalipait dalam perspektif sosiologi. Munculnya 

larangan ini disebabkan oleh tradisi budaya dan masih dilakukan karena 

takut jika tidak melaksanakan akan berakibat fatal.37 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Chalwan Syafingi tentang Larangan 

Pernikahan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten 

Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzari‟ah. Dalam Penelitian ini peneliti 

membahas tentang apa yang dimaksud dengan larangan perkawinan 

35 Bapak H. M. Nasir (Datuk Penghulu Mudo), Wawancara, Desa Kepau Jaya Kecamatan 
Siak Hulu  Kabupaten Kampar, Hari Jumat Tanggal 02 Oktober 2018. 

36 Bapak Saidina Ali (Pemangku  Adat), Wawancara, Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak 
Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat Tanggal 02 Oktober 2018.

37
Eko Setiawan, Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa, Jurnal of Urban 

Soiology, Vol. 5 No.2, Juni-October 2022, hal 81-88.    
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Ngalor-Ngulon dan bagaimana jika dilihat dari hukum keluarga islam 

terutama teori sadd al-dzariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

larangan ini karena posisi rumah antara calon suami dan istri dianggap 

bertentangan. Dalam adat Jawa arah mata angin menjadi sakral sehingga 

tradisi pelarangan seperti ini terjadi.38  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wira Aditya Batuah tentang Pelaksanaan 

Adat Pantang Larang Bagi Calon Pasangan Pengantin Masyarakat 

Melayu di Kelurahan Sui Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Dalam 

penelitian ini peneliti membahas tentang mengapa calon pasangan 

pengantin wajib menjalankan pantang larang pada masyarakat adat 

melayu di Kelurahan Sui Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pantang larang bagi calon pengantin 

merupakan warisan turun temurun dari generasi terdahulu kepada 

generasi penerusnya, faktor terjadinya tradisi ini karena sudah sedari 

dahulu para leluhur melakukannya dan diterapkan sampai sekarang. Jika 

tidak dilakukan oleh calon pengantin biasanya ada malapetaka yang akan 

terjadi didalam rumah tangganya.39    

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Ekawiyani dan Nurman  S tentang 

Perkawinan Sasuku dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago 

Salido. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang faktor penyebab 

terjadinya perkawinan sasuku diwilayah Kenagarian Sago Salido 

Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasannya 

perkawinan sasuku ini disebabkan oleh masyarakat menganggap bahwa 

peraturan yang dibuat oleh adat sebuah mitos yang tidak akan terjadi 

38 Chalwan Syafingi, Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa 
Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Al-Dzari‟ah, Jurnal Misykat, Vol.5 No.2, Desember 
2020, hal 99-112.

39 Wira Aditya Batuah, Pelaksanaan Adat Pantang Larang Bagi Calon Pasangan 
Pengantin Masyarakat Melayu di Kelurahan Sui Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Jurnal Fatwa 
Hukum, Vol.5 No.2, Tahun 2022.  
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kebenarannya. Masyarakat mengabaikan peraturan dari adat walaupun 

mendapat sanksi jika melakukan pernikahan sasuku.40   

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nola Putriyah P dan A. Bunyan Wahib 

tentang Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di 

Nagari Ampang Kuranji Sumatra Barat. Dalam penelitian ini peneliti 

membahas tentang perkawinan eksogami  pada masyarakat Nagari 

Ampang Kuranji dari perspektif „urf. Hasil pembahasannya masyarakat 

Nagari Ampang Kuranji dituntut untuk mencari pasangan diluar 

datuknya. Adapun  kebolehan menikah dengan orang yang mempunyai 

suku yang sama asalkan datuk kedua pasangan berbeda. Hal ini 

disebabkan karena adanya pengaruh Islam dan juga karena masyarakat 

mempunyai rasa jika menikah dengan orang yang mempunyai datuk yang 

sama mereka anggap sebagai menikah bersama saudara mereka sendiri.41   

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Nurdin tentang Pertentangan 

Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi 

Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau). Dalam penelitian 

ini membahas tentang penyebab adanya perbedaan hukum Islam dengan 

adat istiadat di Minangkabau. Hasil penelitiannya pelarang perkawinan 

sesuku ini disebabkan oleh hubungan kekeluargaan, menyebabkan  cacat 

atau lemahnya keturunan dan menjaga keharmonisan hubungan sosial 

baik antara keluarga maupun masyarakat kampung.42    

7. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Kinanti Adhyaksa tentang Larangan 

Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau di Nagari Koto Baru 

Kabupaten Dharmasraya. Dalam penelitian ini membahas tentang faktor 

dan sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan sesuku di Nagari 

Koto Baru. Hasil pembahasannya perkawinan sesuku terjadi di Nagari 

40
Dina Ekawiyani dan Nurman S, Pernikahan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat di 

Nagari Sago Salido, Jurnal of C ivic Education, Vol.3 No. 2, Agustus 2020, hal 213-217.
41

Nola Putriyah P dan A. Bunyan Wahib , Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan 
Satu Datuk di Nagari Ampang Kuranji Sumatra Barat, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 8 No. 2, Tahun 2015, 
hal 175-186. 

42
Rahmat Nurdin, Pertentangan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam Dalam 

Perkawinan (Studi Kasusu Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau), (Skripsi UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung, 2019).    
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Koto Baru karena pelaku yang sudah saling mencintai dan tidak jarang 

karena sudah berhubungan terlalu jauh serta tidak adanya peraturan 

hukum Islam tentang larangan perkawinan sesuku, aturan adat yang 

melarang perkawinan sesuku pun tidak sesuai dengan perkembangan 

zaman dan dianggap melanggar HAM. Prosedur penyelesaiannya 

ditetapkan dalam kesepakatan bersama ketua adat dan ninik mamak atau 

pelaku pelanggar.43   

8. Penelitian yang dilakukan oleh Deyang Arumarani tentang Analisis 

Larangan Perkawinan Satu Suku di Tinjau dari Hukum Islam di Desa 

Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar. Penelitian ini membahas tentang 

pelaksanaan perkawinan satu suku di Desa Subarak dan pandangan Islam 

terhadap perkawinan satu suku di Desa Subarak. Hasil penelitiannya 

larangan perkawinan satu suku adalah larangan yang sudah ada sejak 

dahulu dan masih tetap ada hingga saat ini. Suku seseorang didapatkan 

dari ibunya karena di Desa Subarak menganut sistem kekerabatan 

Matrilineal atau sistem kekerabatan melalui garis keturunan ibu dan apa 

bila melanggar maka ada sanksi yang harus dibayar yaitu seekor kambing 

atau kerbau bahkan bisa diusir dari Kampung. Menurut hukum Islanm 

mengenai pernikahan satu suku tidak ada aturan hukum ataupun al-

qur‟an dan juga dalam wanita yang haram dinikahi tidak terdapat wanita 

yang haram dinikahi karena satu suku, oleh karena itu menikah satu suku 

itu hukumnya boleh atau mubah.44   

9. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Ramadi tentang Larangan 

Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun yang Sama Perspektif 

Fikih Syafi‟i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik 

Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat). Penelitian ini 

membahas tentang faktor penyebab adanya larangan perkawinan dua 

perempuan kandung pada tahun yang sama pada masyarakat Jawa Desa 

43 Putri Kinanti Adhyaksa, Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau di 
Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, (Tesis Universitas Jambi, 2022).  

44
Deyang Arumarani,  Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku di Tinjau dari Hukum 

Islam di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar, (Skripsi Universitas Islam Riau, 2022).
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Sei Litur Tasik. Hasil penelitiannya larangan ini ada sebab hasil dari 

tradisi leluhur, keyakinan ada dampak buruk jika tetap dilaksanakan 

sebagai mana contoh yang sudah ada.45  

10. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Sholihin tentang Tabu 

Perkawinan Dalam Budaya Banjar. Dalam penelitian ini membahas 

tentang beberapa tabu dalam perkawinan menurut hukum Islam dan 

dalam budaya Banjar. Hasil penelitian menunjukkan terkait larangan 

dalam perkawinan yang ada dalam al-qur‟an bersifat universal dan 

prinsipil, sedangkan larangan dalam budaya Banjar bersifat sebagai adat 

yang mengandung maslahat dan manfaat karena sarat dengan pesan 

moral yang baik tidak menyalahi ajaran agama merupakan sebuah 

keniscayaan walaupun tidak semua orang Banjar memperayai dan 

mempratekkannya dalam realitas sosial masyarakat.46 

Dari tinjauan penelitian diatas, penelitian ini mempunyai persamaan dan 

perbedaan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang larangan 

dalam perkawinan dan perbedaan penelitian ini dari beberapa penelitian terdahulu 

yang telah peneliti paparkan di atas penelitian ini membahas tentang pantang 

larang perkawaninan adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar dengan fokus penelitian membahas tentang perkawinan sesuku, 

perkawinan pagiton dan perkawinan dunsanak Bapak. Pada penelitian terdahulu 

tidak membahas tentang perkawinan pagiton dan dunsanak Bapak serta objek 

penelitiannya berbeda dengan penelitian terdahulu. Walaupun pada penelitian ini 

ada membahas perkawinan sesuku dengan objek yang berbeda maka hasilnya. 

akan berbeda pula     

 

45 Bagus Ramadi, Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun yang 
Sama Perspektif Fikih Syafi‟i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan 
Sawit Seberang Kabupaten Langkat), (Skripsi UIN Sumatra Utara, 2022)

46
Rahmat Sholihin, Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar, Jurnal Al-Banjari, Vol. 20 

No. 2, Juli-Desember 2021, hal 221-239.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian lapangan, peneliti 

terlibat secara langsung di kehidupan masyarakat untuk memperoleh pemahaman 

mendalam dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Sedangkan metode kualitatif 

digunakan dalam penelitian pada kondisi objek alamiah di mana peneliti berperan 

sebagai instrumen utama.47 Metode kualitatif melibatkan penjelasan dan deskripsi 

tentang persepsi, perasaan, motivasi, dan tindakan manusia.  

Penggunaan pendekatan deskriptif sangat relevan dalam metode 

kualitatif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang detail dan komprehensif mengenai fenomena yang 

diteliti.48 Selain itu, juga digunakan untuk menggambarkan fenomena yang sedang 

berlangsung serta pendapat yang muncul dalam konteks masa lalu dan masa 

sekarang.  Tujuan utamanya berupaya menjelaskan dan memberikan gambaran 

mengenai pandangan masyarakat terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan 

daftar pertanyaan yang disusun dan yang telah disebarkan. Hal ini diharapkan 

dapat memahami makna dari pengalaman yang dialami oleh peserta penelitian dan 

menggali keyakinan, nilai, dan tindakan mereka dalam konteks kehidupan sehari-

hari.49  

Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang 

kaya dan mendalam tentang objek penelitian serta memberikan kontribusi dalam 

pengembangan teori dan pemahaman subjek yang diteliti. Peneliti menganggap 

bahwa penelitian lapangan dan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sangat 

sesuai digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa 

permasalahan yang sedang diteliti membutuhkan data yang berisi pernyataan hasil 

47 Johnson B & Christensen L, Educational Research: Quantitative, Qualitative, and 
Mixed Approaches (Sage Publications, 2019. hal 97. 

48 Creswell J W, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 
Approaches (Sage Publications, 2013), hal 105. 

49 Spradley J P, Participant Observation (New York: Routledge, 2016), hal 9. 
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wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan pantang larang yang ada  

di perkawinan adat Desa Kepau Jaya. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah 

untuk memperkuat keabsahan hasil penelitian dan menjadikan hasil penelitian 

menjadi lebih baik dan akurat. 

B. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, data menjadi landasan utama untuk 

memahami fenomena sosial dan mengembangkan teori atau konsep baru. Menurut 

Miles dan Huberman, data adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh peneliti dan 

yang akan diinterpretasikan sebagai bukti dan asumsi untuk membentuk dasar 

kesimpulan penelitian.50  

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data terdiri dari:  

a. Data Primer 

Data primer merujuk pada jenis data yang dikumpulkan secara langsung 

dari sumber aslinya untuk penelitian. Data ini diperoleh melalui metode 

pengumpulan data langsung seperti wawancara, dan observasi. Data primer 

dianggap penting dalam penelitian karena merupakan data orisinal yang belum 

pernah dipublikasikan sebelumnya. Data primer dapat memberikan informasi 

yang spesifik dan relevan terkait dengan topik penelitian.51 Dalam penelitian ini, 

data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian 

(informan), menggunakan daftar pertanyaan serta kuesioner yang telah disiapkan 

sebelumnya dan disebar kepada responden di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak 

Hulu, Kabupaten Kampar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian kualitatif merujuk pada data yang telah 

dikumpulkan oleh pihak lain atau telah ada sebelumnya untuk tujuan penelitian 

lain. Data ini dapat berupa dokumen, laporan, jurnal, catatan lapangan, atau 

sumber data lainnya yang tersedia secara publik. Dalam penelitian kualitatif, data 

50 Miles M B & Huberman A M, Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, 
(Sage Publications: 1994), hal 87. 

51 Creswell J W, Qualitative, hal 105. 
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sekunder dapat digunakan untuk melengkapi data primer yang telah dikumpulkan 

melalui wawancara, observasi. 

Data sekunder memberikan konteks historis, informasi tambahan, atau 

perspektif yang lebih luas mengenai fenomena sedang yang diteliti.52 Data 

sekunder sangat berguna sebagai sumber informasi untuk mendukung peneliti 

dalam menganalisis dan menginterprestasikan data sebagai upaya memperkaya 

pemahaman topik penelitian.53 

C. Informan Penelitian 

Informan penelitian ini terdiri dari berbagai pihak di Desa Kepau Jaya, 

termasuk tokoh agama, pemuka lembaga adat, warga masyarakat dan para tetua 

yang memiliki pengetahuan tentang pantang larang perkawinan adat yang berlaku 

di Desa Kepau Jaya. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, peneliti mendapatkan 

perspektif yang luas, mendalam dan beragam mengenai pantang dan larang 

perkawinan adat yang di Desa Kepau Jaya. Berikut daftar informan peneliti dalam 

penelitian ini:  

Tabel III. 1 Data Informan Penelitian 

No Nama Status Pendidikan Usia 

1 Saidina Ali Ninik Mamak Suku 

Dayun selaku 

Pemangku Adat 

SMA 48 

2 Jasam Ninik Mamak Suku 

Melayu Boncah 

Duyan 

SMA 45 

3 Tasman Ninik Mamak Suku 

Sialang 

SMA 50 

52 Ibid, hal 106. 
53 Smith J A, Qualitative psychology: A practical Guide to Research Methods (3rd ed 

Sage), hal 56-57. 



29

No Nama Status Pendidikan Usia 

4 Inisial V dengan Y 

Inisial Z dengan D 

Pelaku Perkawinan 

Pegiton 

SMA 

SMA 

21 dan 20 

53 dan 48 

5 Inisial A dengan P Pelaku Perkawinan 

Sesuku 

SMA 23 dan 22 

6 Razali. R Tokoh Agama SMA 48 

7 Syofyan Warga Masyarakat SMP 63 

8 Zulkifli Ninik Mamak Suku 

Domo 

SMP 47 

9.  Doni Afrinal Warga Masyarakat S1 29 

Sumber Data: Wawancara Masyarakat Desa Kepau Jaya Tanggal 03 -09 April 

2023 

D. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak 

Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Peneliti memilih penelitian ini karena 

tertarik dengan fenomena yang ada di Desa Kepau Jaya, di mana terdapat larangan 

perkawinan, yaitu; perkawinan sesuku, Pegiton dan perkawinan Dunsanak Bapak.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah strategi atau metode 

yang digunakan untuk menghimpun informasi atau data yang relevan dengan 

tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data memainkan peran penting dalam 

memperoleh data yang akurat, dan dapat dipercaya untuk analisis dan interpretasi. 

Teknik pengumpulan data meliputi beberapa metode, antara lain: 

1. Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap subjek penelitian 

di lingkungan penelitian. Obsevasi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan 
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pemahaman mendalam  tentang fenomena yang diamati dan 

mengumpulkan data penelitian yang relevan. Peneliti mengamati dan mencatat 

perilaku, interaksi, lingkungan, dan konteks yang terkait dengan subjek dan objek 

penelitian.54 Kemudian data yang dikumpulkan melalui observasi dianalisis dan 

diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan tentang fenomena tersebut.  

Dalam penelitian ini, digunakan jenis observasi terstruktur. Peneliti 

melakukan pengamatan atas persetujuan subjek penelitian. Kemudian penelitian 

dilakukan berdasarkan kerangka atau struktur, yaitu daftar pertanyaan  yang telah 

ditetapkan sebelumnya untuk digunakan selama proses observasi sehingga 

memungkinkan peneliti fokus pada aspek-aspek yang relevan dan mendapatkan 

informasi yang konsisten dari subjek penelitian.  

Observasi terstruktur dianggap cocok untuk penelitian lapangan 

mengenai Pantang Larang Perkawinan Adat di Desa Kepau Jaya karena dalam 

observasi terstruktur peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan atau topik yang 

akan diobservasi, Jenis observasi ini membantu peneliti mengumpulkan data 

secara sistematis serta fokus pada topik penelitian yang telah ditentukan. Selain 

itu, observasi terstruktur dapat membantu peneliti untuk memastikan bahwa 

semua topik penting tercakup dalam pengamatan dan mengurangi terjadinya bias 

dalam pengumpulan data. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang 

melibatkan interaksi antara peneliti dan informan. Teknik wawancara dipilih 

untuk mendapatkan data dari perspektif peserta penelitian. Wawancara dalam 

metode kualitatif  membantu peneliti memperoleh data yang lebih kaya dan 

mendalam tentang sudut pandang subjek mengenai fenomena yang diteliti. Subjek 

diharapkan memberikan penjelasan yang lebih rinci. Peneliti menggunakan teknik 

wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.  

Peneliti merancang pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi 

yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga memungkinkan  membandingkan 

54 Moleong L J, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hal 
126. 
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respon antara informan dan memperoleh data yang lebih terstruktur dan terukur. 

Selain itu, peneliti dapat menambahkan pertanyaan yang relevan dengan topik 

penelitian berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan selama proses 

wawancara. Fokus penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan 

guna memahami makna dari adanya pantang larang perkawinan adat di Desa 

Kepau Jaya dan faktor-faktor penyebab perkawinan tersebut dilarang.  

Peneliti mendokumentasikan data wawancara yang dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu seperti buku catatan dan alat perekam. Terdapat hal yang 

harus diperhatikan oleh peneliti terhadap informan, seperti karakteristik sosial 

informan. Hal ini dikarenakan karakteristik sosial dapat mempengaruhi 

pemahaman, perspektif, serta intreprestasi yang mereka berikan. Selain itu, harus 

memperhatikan etika dan mendengarkan informasi yang disampaikan secara aktif.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merujuk pada kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan 

menyimpan data dan informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Dokumentasi melibatkan berbagai metode, seperti membuat catatan, 

rekaman audio, video, foto, dan mengumpulkan dokumen yang relevan dengan 

penelitian. Tujuan utama dari dokumentasi penelitian adalah untuk menciptakan 

rekaman akurat dan komprehensif mengenai data yang telah dikumpulkan selama 

penelitian.55 

Melalui dokumentasi, peneliti dapat memiliki bukti yang dapat 

digunakan sebagai referensi, melakukan validasi temuan penelitian, dan 

menunjukkan transparansi dalam proses penelitian yang dilakukan. Dokumentasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen desa Kepau Jaya, foto-foto 

wawancara dengan informan, dan rekaman video wawancara. Dokumentasi inilah 

yang memperkuat fakta di lapangan selama proses penelitian yang akan 

dipaparkan di lampiran. 

 

 

55 Ibid, hal 97. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisir, memeriksa, serta 

menginterprestasi data yang dikumpulkan dalam penelitian. Tujuan utama dari 

analisis data adalah untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan makna yang 

terkandung dalam data tersebut, serta untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

telah diajukan. Terdapat berbagai teknik analisis data yang dapat digunakan dalam 

penelitian, dalam hal ini penelitian kualitatif, yaitu: 

1. Tahap Mereduksi Data 

Proses mereduksi merupakan langkah awal dalam analisis kualitatif yang 

memungkinkan peneliti untuk memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting 

dari data yang relevan dengan pertanyaan penelitian.56 Proses mereduksi dalam 

analisis kualitatif mengacu pada upaya untuk menyederhanakan, menggabungkan, 

dan memilih unit-unit data yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Tujuan 

utama dari proses mereduksi adalah untuk mengelompokkan unit-unit data yang 

serupa menjadi konsep atau tema yang lebih umum. Dalam proses mereduksi, 

peneliti membaca, mengkaji, dan menggali makna dari setiap unit data yang 

dikumpulkan.57 

Unit-unit data tersebut berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, 

atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Peneliti mencari 

kesamaan, perbedaan, atau pola yang muncul dari data untuk mengidentifikasi 

konsep atau tema yang signifikan. Setelah identifikasi konsep atau tema, peneliti 

melakukan penggabungan atau pengelompokan unit-unit data yang terkait ke 

dalam konsep atau tema yang lebih umum.58 Hal ini membantu menyederhanakan 

data yang kompleks menjadi unit-unit yang lebih terorganisir dan dapat dianalisis 

dengan lebih efisien. 

2. Tahap Penyajian Data 

Tahap penyajian merupaka proses mengkomunikasikan temuan 

penelitian atau hasil analisis data kepada pembaca. Peneliti mengatur dan 

56 Ibid, hal 456. 
57 Patton M Q, Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and 

Practice  (SAGE Publications: 2015), hal 455. 
58 Ibid, hal 456. 
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menyajikan informasi secara sistematis agar mudah dipahami dan memberikan 

gambaran yang komprehensif tentang hasil penelitian dalam membangun sebuah 

argumentasi. 

3. Tahap Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan tahap akhir 

dalam proses analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan 

secara deduktif, yaitu menyimpulkan suatu pernyataan umum menjadi pernyataan 

khusus. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merangkum dan menyimpulkan 

temuan-temuan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dalam 

menarik kesimpulan, penting untuk tetap berpegang pada bukti yang ada, menjaga 

keterbukaan terhadap hasil yang muncul, dan menghindari interpretasi yang 

berlebihan. Kesimpulan harus didasarkan pada analisis cermat dan refleksi yang 

teliti terhadap temuan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang menurut adat 

istiadat Desa Kepau Jaya, perkawinan ini dianggap perkawinan antara 

sanak keluarga yang memiki hubungan darah dari keturan  ibu karena 

memiliki persamaan suku. Perkawinan dunsanak bapak merupakan 

larangan perkawinan adat karena  hubungan ayah antara kedua belah 

pihak sedarah atau kakak beradik. Perkawinan Pegiton ialah larangan 

perkawinan dua suku yang berbeda akibat sumpah yang dibuat oleh 

orang terdahulu. 

2. Hukum adat melarang perkawinan sesuku karena hukum adat di Desa 

Kepau Jaya menganut sistem exogami yang mengharuskan kawin dengan 

orang yang berbeda suku. Hukum adat melarangan perkawinan pegiton 

disebabkan karena adanya sumpah larangan yang dibuat oleh orang 

terdahulu meskipun berbeda suku. Hukum adat melarang  perkawinan 

dunsanak bapak karena adanya hubungan erat antara ayah kedua belah 

pihak yang mana dalam hukum adat Desa Kepau Jaya kakak beradik 

ayah merupakan hubungan darah yang sangat kental. 

 



61

B. Saran 

1. Untuk mencegah terjadinya pelaksanaan perkawinan pegiton diharapkan, 

ke aktifan para pemangku adat untuk mengajarkan dan membimbing 

masyarakat memahami nilai-nilai hukum adat serta makna dari 

perkawinan itu sendiri, mengingat hukum adat tidak ada secara rinci 

terdapat dalam buku-buku. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih 

memahami hukum adatnya sendiri dengan cara mencari dan menanyakan 

langsung kepada yang lebih memahami. 

2. Diharapkan kepada orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak 

mengenai larangan-larangan perkawinan adat yang berada di Desa Kepau 

Jaya terutama mengenai larangan pelaksanaan perkawinan pegiton serata 

mengawasi anak-anak dalam bergaul dengan lawan jenis agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
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Lampiran 1  

Dokumentasi Penelitian 

 

Wawancara dengan Bapak Jasam “Ninik Mamak” suku melayu boncah duyan 

Wawancara dengan Bapak Tasman “Ninik Mamak” suku sialang 

 

Wawancara dengan Bapak Ali “Ninik Mamak” suku dayun/ pemangku adat 
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Wawancara dengan Doni Afrinal “masyarakat”  

Wawancara dengan pelaku perkawinan pegiton  

Wawancara dengan pelaku perkawinan sesuku 
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